
91

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh

peneliti, maka disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman didasarkan pada

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pajak Hotel. implementasi kebijakan pajak rumah kos dilaksanakan

menggunakan official assessment system. Kegiatan yang meliputi

implementasi kebijakan pajak rumah kos adalah (1) Sosialisasi

kebijakan pajak rumah kos, (2) pendataan dan pendaftaran, (3)

penetapan wajib pajak rumah kos, (4) pelayananan pembayaran bagi

wajib pajak (5) penagihan pajak yang belum terbayar.

2. Implementasi kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman dijelaskan

melalui empat macam variabel yang mempengaruhi keberhasilan

imlementasi kebijakan berikut ini:

a. Komunikasi

Komuikasi antara pelaksana kebijakam dengan pelaksana

kebijakan sudah terjalin baik namun hanya sebatas karena

pelimpahan wewenang. Komunikasi antara pelaksana kebijakan

dengan sasaran kebijakan sudah cukup baik walaupun belum

maksimal karena belum adanya SOP pelaksana teknis lapangan

dari Desa dan Padukuhan.
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b. Sumber Daya

Sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan

pajak rumah kos Kabupaten Sleman antara lain sumber daya

manusia, sumber daya anggaran. Sumber daya anggaran berasal

dari dana APBD.

c. Disposisi

Implementasi kebijakan pajak rumah kos Kabupaten

Sleman memiliki disposisi yang positif. Dukungan implementor

kebijakan yang dilakukan dengan menekankan profesionalitas,

integritas dan pelayanan prima kepada masyarakat. Dukungan juga

muncul dari Desa dan Padukuhan dengan berinisiatif menyusun

data dalam dentuk form data secara detail dan jelas.

d. Struktur Organisasi

Struktur birokrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

(BKAD) Kabupaten Sleman cukup jelas dan baik. Terdapat

pembagian wewenang dan tanggungjawab yang sesuai dengan

tupoksi masing-masing Bidang dan Subbidang. SOP dari

implementasi pajak rumah kos Kabupaten Sleman ialah Perda

Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pajak Hotel.

3. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pajak rumah kos

Kabupaten Sleman yaitu kurangnya staf pegawai lapangan dari BKAD

Kabupaten Sleman, Pemda Kabupaten Sleman belum memprioritaskan

program-program implementasi pajak rumah kos, masyarakat yang
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belum memahami dengan benar dan detail tentang kebijakan pajak

rumah kos.

B. Implikasi

Implementasi kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman dalam

pelaksanaannya  bisa dibilang cukup secara umum. Umum disini berarti

sudah melaksanakan dan memiliki 4 variabel implementasi namun belum

optimal. Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi sudah

dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Sleman tapi masih setengah-setengah

dalam pelaksanaannya. Walaupun sudah hampir 7 tahun perjalanan, jika 4

variabel tidak dioptimalkan maka berimplikasi pada ketersinambungan

kebijakan pajak rumah kos di masa yang akan datang serta pajak rumah

kos sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Sleman.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diambil diatas, maka

saran yang peneliti berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman harus mengevaluasi kembali dan atau

mendetailkan serta memperjelas peraturan pajak rumah kos agar

pelaksanaan peraturan pajak rumah kos tidak lagi mengalami kendala.

2. Masyarakat diharapkan memahami lebih detail dan jauh tentang pajak

rumah kos sehingga dapat menyikapi dengan bijak peraturan yang

sudah berlaku. Masyarakat harus lebih aktif dalam menyuarakan

aspirasi ataupun permasalahan berkenaan pajak rumah kos.
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Masyarakat dapat langsung menyuarakan kepada pemerintah atau ke

organisasi kemasyarakatan / LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

jika merasa belum setuju dengan peraturan pajak rumah kos yang

dirasa belum sesuai dengan kondisi masyarakat.

3. Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pajak rumah

kos Kabupaten Sleman dan menjelaskan mengenai faktor penghambat

kebijakan. Bagi peneliti lain disarankan untuk meneliti lebih mendalam

mengenai implementasi kebijakan pajak rumah kos menurut sistemnya

yaitu official assessment system, atau mengenai evaluasi kebijakan kebijakan

pajak rumah kos, sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini.
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Pedoman wawancara untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah
Variabel Indikator Pertanyaan
Implementasi
kebijakan

Komunikasi - Apakah ada program atau kegiatan terkait
dengan komunikasi pajak rumah kos?

- Program  komunikasi apa saja yang sudah
atau sedang dilaksanakan?

- Bagaimana dengan actor-aktor pelaksana
program tersebut?

- Apakah ada aktor eksternal dalam
sosialisasi terkait pajak rumah kos?

- Apakah ada kendala terkait pelaksanaan
program tersebut?

- Bagaimana upaya mengatasi kendala
tersebut

Sumber daya - Berapa total pegawai yang bekerja di
dalam instansi?

- Apakah ada pegawai khusus yang bekerja
pada bidang pajak rumah kos?

- Bagaimana dengan anggaran yang
digunakan dalam pelaksanaan program
atau kebijakan?

- Apakah anggaran tersebut sudah dapat
mencukupi pelaksanaan program atau
kebijakan?

- Apakah ada kendala dalam sumber daya
yang dimiliki tersebut?

- Bagaimana upaya mengatasi kendala
tersebut?

Disposisi - Bagaimana disposisi implementor
kebijakan pada tingkat kepala bidang atau
divisi?

- Bagaimana disposisi paegawai atau staf
lini depan dalam pelaksanaan program
atau kebijakan?

- Apakah ada kendala dalam pembentukan
disposisi para implementor?

Strukutur
Birokrasi

- Bagaimana struktur birokrasi instansi?
- Apakah ada struktur birokrasi terkait

dengan pajak rumah kos?
- Apakah ada kendala dengan struktur

birokrasi yang sudah digunakan?
- Bagaimana upaya mengatasi kendala

tersebut?
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Pedoman wawancara untuk Kantor Desa
Variabel Indikator Pertanyaan
Implementasi
kebijakan

Komunikasi - Apakah ada program atau kegiatan terkait
dengan komunikasi pajak rumah kos?

- Program komunikasi apa saja yang sudah
atau sedang dilaksanakan?

- Bagaimana dengan aktor-aktor pelaksana
program tersebut?

- Apakah ada aktor eksternal dalam
sosialisasi terkait pajak rumah kos?

- Apakah ada kendala terkait pelaksanaan
program tersebut?

- Bagaimana upaya mengatasi kendala
tersebut?

Sumber daya - Apakah ada pegawai khusus yang bekerja
pada bidang pajak rumah kos?

- Bagaimana dengan anggaran yang
digunakan dalam pelaksanaan program
atau kebijakan?

- Apakah anggaran tersebut sudah dapat
mencukupi pelaksanaan program atau
kebijakan?

- Apakah ada kendala dalam sumber daya
yang dimiliki tersebut?

- Bagaimana upaya mengatasi kendala
tersebut?

Disposisi - Bagaimana disposisi pegawai atau staf lini
depan dalam pelaksanaan program atau
kebijakan?

- Apakah ada kendala dalam pembentukan
disposisi para implementor?

Strukutur
Birokrasi

- Apakah ada struktur birokrasi terkait
dengan pajak rumah kos?

- Apakah ada kendala dengan struktur
birokrasi yang sudah digunakan?

- Bagaimana upaya mengatasi kendala
tersebut?
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Pedoman wawancara untuk warga terkena pajak
Variabel Indikator Pertanyaan
Implementasi
kebijakan

Komunikasi - Apakah anda mengetahui kebijakan pajak
rumah kos?

- Apakah ada komunikasi yang dilakukan
pemerintah terkait pajak rumah kos?

- Apa saran masyarakat terkait komunikasi
pemerintah terkait pajak rumah kos?

Sumber daya - Bagaimana dengan sumber daya pegawai
lapangan yang datang ke masyarakat?

- Apakah ada saran terkait pegawai
pemerintah yang datang ke masyarakat?

Disposisi - Seperti apa sikap para pelaksana yang
datang ke masyarakat?

- Apakah ada dampak negatif terkait sikap
para pelaksana?

Strukutur
Birokrasi

- Apakah anda mengetahui mengenai alur
pengurusan pajak rumah kos?

- Apakah hal tersebut menyulitkan anda
dalam mengurus pajak rumah kos?
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